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KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN .
NOMOR : 332.1/ § /POL.PP&PK-PS/20
TENTANG

1P)
ETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (D, o
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBAN
KEBAKARAN
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN,
Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 7 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Ke.tf!l‘bllkaa"
Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3
Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi
dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan

Daeral.n, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan:

b. bahwa Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis
setiap kebijakan yan uk memenuhi hak setiap orang
atas informasi publik;

g diambil unt

Mengingat

Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo
Undang-Undang Nomor 5

8 Tahun 1958 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1

958 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
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7. Undang-Undang Nomor 2 A hesia Tahu .
Dacrah (Lembaran Negara Repubt « s ublik Indonesia Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara ®EDC. .=, " 1 hir dengan
5587), sebagaimana telah beberapg?;lieﬂ;:ng Perubahan Kedua
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2 Tahun 2014 tentang
Atas Undang-Undang Nomor 23 ublik Indonesia
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepN ara Republik
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Neg
Indonesia Nomor 5679); i .
inasi
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang K%Oe ublik
’ Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara bl? )
Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negar

blik In

Rep

579 11)))) ) )L

Republik Indonesia Nomor 3373);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pef_1331013an
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
1 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
' \ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor
Urusan Pemerintahan Antara

38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi

Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5094);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5357);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang
Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
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produlk F pesisir Selatan Nomor 09 Tahun
e dan Belanja Daerah

Pembentukan
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Peraturan Daerah Kabupa tan
2017 tentang Anggaran Pendiﬁaggaran 2018;
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 25 Tahun 2016 tentang
18. Peraturan Bupati Pesisir se}atan-NomorK :a dan Uraian Tugas
Kedudukan, Susunan Organisasl, e eqPraja dan Pemadam
Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong

Kebakaran;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No ;
dapatan dan Belan]

Penjabaran Anggaran Pen
Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

17

mor 53 Tahun 2017 tentang
a Daerah Kabupaten

MEMUTUSKAN :

Menetapkan .
Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) pada Satuan Polisi

KESATU .
;’thong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan
un 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan.

: Dafi i :
tar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada DIKTUM
bagi Pejabat Pengelola Informasi dan

gEEATU, merupakan acuan

[o] i ] i

Selaumeélat?m (PPID) D_I Lingkungan Pemerintah Kabupaten Psisir
tan dalam memberikan data dan informasi kepada publik.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

KEDUA

KETIGA

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 09 Maret 2018

KEPALA,

.DAILIPAL, S.Sos; M. Si
NIR. 19680805 199009 1 001










